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Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 
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banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

pembaca.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

menjadi tren global dewasa ini, termasuk digitalisasi sektor 

pemerintahan yang lebih dikenal dengan Electronic Government (E-

Government) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 

yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas informasi dan 

layanan secara cepat dan efisien, tidak hanya antar institusi tetapi 

juga dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Tahun 

2022 merupakan awal implementasi SAKTI Full Modul yaitu Sistem 

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi bagi Kementerian/Lembaga 

Pengelola APBN. Melalui buku ini penulis implementasi SAKTI 

dalam pengelolaan keuangan negara, dan untuk mengetahui 

apakah kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan 

mendukung kepuasan pengguna, kinerja individu, dan 

memberikan manfaat bagi organisasi. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya 

berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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Reformasi birokrasi adalah bagian dari perubahan besar 

dalam pandangan dan tata kelola pemerintahan untuk 

menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan 

karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi 

kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan publik secara 

akuntabel, serta berpedoman pada nilai-nilai dasar organisasi dan 

kode etik perilaku aparatur negara. Reformasi birokrasi secara 

sederhana dapat diterjemahkan sebagai upaya pemerintah untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat selaku 

penerima layanan. Upaya untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik tersebut dapat diterjemahkan melalui peningkatan media 

komunikasi, profesionalisme pegawai, dan komitmen untuk 

mewujudkan tata kelola yang baik (good governance).  

Reformasi birokrasi merupakan sebuah usaha untuk 

melakukan perubahan yang lebih baik terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek mental aparatur, 

pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber 

daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan 

pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksanaan reformasi 

birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan 

peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun 

daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat 

secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan 

muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan 

menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil 

PENDAHULUAN 
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A. Pengertian Sistem Informasi 

Whitten dan Bentley (2007) menjelaskan bahwa sistem 

informasi adalah suatu pengaturan dari orang, data, proses, dan 

teknologi informasi yang saling berinteraksi untuk 

mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menghasilkan 

kegunaan yang berupa informasi yang dibutuhkan untuk 

mendukung suatu organisasi. 

0HQXUXW� -DPHV� 2·%ULHQ� ������� VLVWHP� LQIRUPDVL� DGDODK�

kombinasi dari setiap unit dikelola orang (orang), hardware 

(perangkat keras), software (perangkat lunak), jaringan komputer 

dan jaringan komunikasi data (komunikasi), dan database (basis 

data) yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan 

informasi tentang yang bentuk organisasi. 

Dalam pembahasan lain menurut Gelinas dan Dull (2010), 

information system is a manmade system that generally consist of an 

integrated set of computer-based components and manual components 

established to collect, store, and manage data and to provide output 

information to users. Dapat diterjemahkan bahwa sistem 

informasi adalah sistem buatan manusia yang umumnya terdiri 

dari serangkaian komponen berbasis komputer yang terintegrasi 

dan komponen manual yang dibentuk untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan mengelola data dan memberikan informasi 

output ke pengguna. 

  

SISTEM INFORMASI 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 
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A. Pengertian Aplikasi SAKTI 

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 

adalah aplikasi yang dibangun untuk mendukung implementasi 

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yang 

dikembangkan sejak tahun 2015, yang digunakan oleh unit-unit 

di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai uji coba. SAKTI 

yang digunakan tahun 2022 adalah penggabungan dari aplikasi 

yang telah ada sebelumnya, yaitu aplikasi Rencana Kerja 

Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL), Sistem Akuntansi 

Satker (SAS), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 

(SAIBA), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 

Milik Negara (SIMAK BMN), aplikasi Gaji Pemerintah Pusat 

(GPP), aplikasi Bendahara (SILABI dan SIMPONI), dan aplikasi 

Persediaan. 

Selain menggabungkan beberapa aplikasi yang 

sebelumnya parsial/terpisah-pisah, juga mengadopsi proses 

bisnis baru sesuai dengan proses bisnis yang dianut oleh Sistem 

Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN). Beberapa modul 

transaksi yang digabungkan pada SAKTI terbaru yaitu modul 

penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul 

bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul 

pelaporan, dan modul administrator. Modul-modul tersebut 

mengakses satu database yang sama, sehingga tidak lagi terjadi 

duplikasi data seperti pada aplikasi SAKTI sebelumnya. 

SISTEM APLIKASI 

KEUANGAN TINGKAT 

INSTANSI (SAKTI) 
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A. Profil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Provinsiadalah bagian unit kerja BPKP 

\DQJ� PHPLOLNL� YLVL� ´0HQMDGL� $XGLWRU� ,QWHUQDO� 3HPHULQWDK�

Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk 

Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka 

mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

%HUODQGDVNDQ�*RWRQJ�5R\RQJµ� 

Dalam upaya mewujudkan visi BPKP, Perwakilan BPKP 

Provinsi telah menetapkan dua misi, yaitu: 

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan 

2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas. 

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, sebagai auditor yang bertanggung jawab 

kepada Presiden, BPKP berperan mendukung akuntabilitas 

Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara 

melalui fungsi pengawasan intern atas kegiatan tertentu.Selain 

itu, memperhatikan Peraturan Presiden Repubik Indonesia 

Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 

kedudukan, tugas, dan fungsi BPKP bertanggungjawab kepada 

PENGGUNAAN 

APLIKASI SAKTI 

PADA BPKP 
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